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PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM BIDANG 

PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019  

(Studi Kasus: Di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima) 

 

Oleh : Faisal 

 

ABSTRAK 

 

Undang-undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan 

pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Dalam penggunaan metode pengumpulan Data, peneliti menggunakan 

tiga tehknik dalam pengumpulan Data yaitu metode Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dari beberapa sumber atau informan saat dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa Dalam proses pembangunan Desa Badan Permusyawaratan 

Desa Memiliki peran aktif antaranya membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sehingga 

proses pelaksanaan segala bentuk program kerja pembangunan pemerintah Desa 

Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima bisa berjalan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan BPD Tersbut. Kendala yang dihadapi oleh Badan 

permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsi antara lain, 

anggota BPD masih banyak yang tidak memahami prosedur peran BPD dalam 

Bidang Pembangunan Desa, antara lain BPD mempunyai pekerjaan atau 

kesibukan lain dikarenakan rendahnya tunjangan BPD sehingga proses Peranya 

tidak berjalan baik, masih kurang efektif dikarenakan tingkat pendidikan atau 

sumber daya manusia yang rata-rata masih rendah akibatnya BPD dalam 

menjalankan peranya masing kurang maksimal. 

 

Kata Kunci : Peran; BPD; Pembangunan Desa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa 

(a) bahwa desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang undang dasar 

Negara Republik Indoneisa tahun 1945 (b) bahwa dalam perjalanan 

ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai 

bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang 

kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, 

dan sejahtera (c) bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelengara 

pemerintah dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang 

undang (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang undang tentang 

desa.   

Undang-undang tentang desa ketentuan umum pasal 1 dalam undang 

undang ini yang dimaksud dengan, (1) desa adalah desa dan desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
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mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasrkan prakarsa masyarakat, hak asal ususl, dan/atau hak 

tradisional yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

kesatuan Republik Indonesia. (2) pemeintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. 

(3) pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. (4) badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupkan wakil dari penduduk desa bedasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. (5) musyawarah Desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, 

pemerintah desa, dan unsur masyarakat dan yang diselenggarakan oleh 

badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. (6) peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang 

ditetapakan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama badan 

permusyawaratan Desa.  

Meningkatkan Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia bantu 

negara Indonesia atas daerah-daerah dengan bentuk dan susunan tingkatan 

pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. 

Pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam pasal 54 Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan 
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forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawaratan desa, 

pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk 

memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelengaraan 

pemerintah desa.  

Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 

pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat   istiadat   setempat   yang   diakui   

dan   dihormati   dalam   sistem pemerintahan Negara kesatuan republik 

Indonesia (NKRI). Undang-undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa 

tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkunagan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bima Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa Ketentuan Umum Pasal 1. Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
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Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pelaksanaan tugasnya, orang desa, bertanggungjawab pada Bupati 

melalui Camat, memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD 

sekurang-kurangnya setahun. Pasal 61 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang 

berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD 

melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama 

dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

(Perdes).  

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan 

Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, diperlukan untuk menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 BPD adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
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penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan 

perempuan yang ditetapkan secara demokratis. 

Pemerintahan desa sebagai pihak yang terdepan dalam pelaksanaan 

pembangunan yang sekaligus sebagai tolak ukur dari tercapainya tujuan dari 

Negara Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Alinea ke IV UUD 

1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat dan ikut serta 

dalam mewujudkan perdamaian dunia". Pemerintahan desa menjadi ujung 

tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dan ditentukan oleh 

Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur 

kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya 

pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan 

yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pemerintah desa dapat 

lebih mandiri dalam mengurus dan mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan rumah tangga desa. Pemerintah desa memimiliki tanggung jawab 

dan keweangan untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu yang 

berkaitan dengan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi budaya  

dan sosial termasuk juga tentang pengaturan keuangan desa. Dengan 

adanya penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan akan dapat mendorong 
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kemandirian desa dan diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas 

melalui adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan 

setiap sumber daya yang ada di dalam desa guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat desa sesuiai dengan target yang sudah di tentukan oleh pihak 

pemerintah desa. Untuk dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh 

pemerintah desa tersebut dapat dilakukan dengan mengatur atau membuat 

rencana atau program pembangunan dan pengembangan jangka panjang, serta 

mengatur sumber pembiyaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah desa 

harus benar-benar tegas serta konsisten dalam mengatur anggaran 

pembangunan yang ada di desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

memiliki kewenangan untuk mengatur proporsi dari anggaran pembangunan 

desa, hai ini sangat penting sebagai wujud keberpihakan pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah kepada masyarakat desa. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah bagi 

pemerintah desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam 

mengurus, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, dengan 

hal itu juga akan bertambah tanggung jawab, beban serta kewajiban 

pemerintah desa, akan tetapi penyelenggaraan dari pemerintah tersebut tetap 

harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang 

terlibat dalam pemerintah desa tersebut. 

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai langkah 

untuk mewujudkan pemerintahan desa yang otonom dan mandiri, maka 
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dikeluarkan Undang-Undang (UU) No.  6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-

Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai 

lembaga legislatif di tingkat desa. 

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah harus 

diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan BPD sebagai lembaga legislasi 

dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah 

Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya BPD 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan 

permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di 

Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga 

berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah – tengah masyarakat, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD dipilih oleh 

penduduk dan warga desa yang memenuhi persyaratan sedangkan pemimpin 

BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membuat 

Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa 

kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai 

lembaga pengawasan berperan untuk melakukan kontrol terhadap 

implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes). 

Berbagai kekurangan dalam pembentukan dan pemilihan anggota BPD 

di atas tentu berakibat pada pelaksanaan fungsi BPD yang kurang optimal. 

Seperti diketahui, fungsi BPD menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi 

masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus 

berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa 

terlindungi oleh    para    wakil-wakilnya    di    BPD.  Kinerja    pemerintah    

desa    dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. 

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik 

bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukan 

kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD, sehingga 

masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah 

desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN).  
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Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“Peran Badan Permusyawratan Desa dalam Bidang Pembanggunan Desa 

Tahun 2019 (Studi di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten 

Bima)". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang 

pembangunan desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima? 

1.2.2 Apakah hambatan yang dihadapi BPD Desa Sandue Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima dalam melaksanakan peran BPD dalam 

bidang pembangunan desa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

1.3.1 Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Bidang pembanguna desa yang dilaksanakan oleh BPD Desa 

Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 

1.3.2 Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Badan 

Permusyawaratan Desa Desa Sandue Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima dalam melaksanakan peran BPD dalam 

pembangunan desa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang positif bagi 

perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pola pemerintahan 

desa 

b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai peran 

BPD dalam bidang pembangunan desa tahun 2019. 

c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi 

peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan 

partisipasi masyarakat terhadap peran BPD dalam bidang 

pembangunan desa tahun 2019 dengan penyelenggaraan 

pemerintah yang demokratis 

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan 

masukan yang berguna bagi aparat pemerintahan desa dan 

masyarakat tentang peran BPD dalam bidang pembangunan desa 

tahun 2019. 

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada 

masyarakat dalam rangka partisipasinya dalam pembangunan 

desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu dapat 

dijadikan sebagai sumber refrensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan 

pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu tentang pelaksaan 

Fungsi Pengawsan badan pemusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja 

Kepala Desa adalah:  

1. Muhammad Hafid 2011 dengan judul: Anlisis Peranan Pengawasan Badan 

Pemusyawaratan Desa ( BPD ) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

diDesa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti, dapat di simpulkan bahwa badan pemusyawaratan desa didesa 

buntu nanna telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.  

2. Prayoza Saputra 2014 dengan judul: Optimalisasi Peran Badan 

Permusyawartan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, dapat di 

simpulkan bahwa peran BPD diDesa Tridayasakti belum cukup optimal 

dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dan tidak sesuia dengan 

Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2008 dalam proses pembentukan 

peraturan Desa. 
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3. Alexander Maubanu, Agung Suprojo, Ignatius, Adiwidjaja 2017 dengan: 

judul Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Monitoring Pelaksanaan 

Kebijakan Pemerintahan Desa, dapat disimpulkan bahwa badan 

permusyawaratan desa didesa landungsari mempunyai peran yang 

maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa 

dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum. 

4. Dian haryani 2014 dengan judul: Peran BPD dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah desa didesa melati II kecamatan perbaungan 

kabupaten serdang berdagai. dapat disimpulkan BPD kurang berperang 

dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa  

Di desa melati II, seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuain 

dengan RPJM- Desa, serta BPD tidak mendapatkan pelatihan- pelatihan 

khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsinya 

5. Moh Ali Hasan Taufik 2015 dengan judul: Kedudukdkan dan peran  BPD 

dalam pemerintahan desa Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik dapat 

disimpulkan bahwa Kedudukan dan peran BPD dalam pemerintahan desa 

belum terlaksana dengan optimal 
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Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

NO NAMA/TAHUN JUDUL METHOD HASIL 

PENELITIAN 

RELEVANSI  

1. Muhammad Hafid 

(2011)  

Analisis peran 

pengawasan 

badan 

permusywartan 

(BPD) dalam 

penyelenggara

an 

pemerintahan 

desa di desa 

tanjung samak 

kecamatan 

rangsang 

kabupaten 

kepulauan 

meranti.   

Deskripsi/ku

alitatif 

Bahwa badan 

permusyawaratan 

desa  BPD didesa 

buntu nanna telah 

melaksanakan 

tugas pokok dan 

fungsinya 

menampung dan 

menyalurkan 

aspirasi 

masyarakat dengan 

baik. 

Terdapat kesamaan 

variabel yang sama 

menjadi fokus 

perhatian dalam 

penelitian, yakni 

tentang tugas dan 

fungsinya 

menampung dan 

menyalukan 

aspirasi masyarakat 

itu sendiri. 

2. Prayoza saputra 

(2014)  

Optimalisasi 

peran badan 

permusyawarat

Deskripsi/ku

alitatif 

Bahwa peran BPD 

didesa tridayasakti 

belum cukup 

Secara umum, 

dalam 

pembahasanya 
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an desa dalam 

pembentukan 

peraturan desa 

optimal dalam 

implementasi 

fungsinya sebagai 

legislator dan 

tindakan sesuai 

dengan perda 

kabupaten bekasi 

no.2 tahun 2008 

dalam proses 

pembentukan 

peraturan desa. 

terdapat variabel 

penelitian yang 

sama, di mana 

variabel tesebut 

membhas tentang 

“proses 

pembentukan dan 

menyepakati  

peraturan desa ( 

Perdes) ” 

3. Alexander 

Maubanu, Agung 

suprojo, Ignatius, 

Adiwidjaja (2017)  

Peran 

permusyawarat

an desa  (BPD) 

dalam 

monitoring 

pelaksana 

kebijakan 

pemerintah 

desa. 

Deskripsi/ 

kualitatif  

Bahwa peran 

permusyawaratan 

desa di desa 

landungsari 

mempunyai peran 

yang maksimal 

dalam bidang 

kebijakan 

pelayanan 

administrasi 

pemerintah desa 

dan dibidang 

Secara umum, 

dalam 

pembahasanya 

terdapat variabel 

penelitian yang 

sama, di mana 

variable tesebut 

membhas tentang 

“kebijakan” 
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kebijakan 

penambahan dan 

pengakatan 

fasilitas umum. 

4. Dian haryani 

2014 

Peran BPD 

dalam 

pengawasan 

penyelenggara

an pemerintah 

desa didesa 

melati II 

kecamatan 

perbaungan 

kabupaten 

serdang 

berdagai 

Deskripsi/ 

kualitatif 

BPD kurang 

berperang dalam 

menjalankan 

fungsi pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintah desa  

Di desa melati II, 

seperti dalam 

bidang 

pembangunan 

yang tidak sesuain 

dengan RPJM- 

Desa, serta BPD 

tidak mendapatkan 

pelatihan- 

pelatihan khusus 

dalam peningkatan 

pengetahuan atas 

tugas pokok dan 

Secara umum, 

dalam 

pembahasanya 

terdapat variabel 

penelitian yang 

sama, di mana 

variabel tesebut 

membhas tentang 

“peran BPD dalam 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintah desa 

seperti dalam 

bidang 

pembengunan yang 

tidak sesuai dengan 

RJPM-Desa, serta 

BPD tidak 

mendapatkan 
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fungsinya pelatihan-pelatihan 

khsus dalam 

pengingkatan 

pengetahuan atas 

tugas pokok dan 

fungsinya” 

5. Moh Ali Hasan 

Taufik 2015 

Kedudukdkan 

dan peran  

BPD dalam 

pemerintahan 

desa 

Karangkiring 

Kec. Kebomas 

Kab. Gresik. 

Deskripsi/ 

kualitatif 

Kedudukan dan 

peran BPD dalam 

pemerintahan desa 

belum terlaksana 

dengan optimal. 

Secara umum, 

dalam 

pembahasanya 

terdapat variabel 

penelitian yang 

sama, di mana 

variabel tesebut 

membhas tentang 

“kedudukan dan 

peran BPD dalam 

pemerintahan desa 

belum terlaksana 

denga optmal” 

Sumber: Jurnal Nasional 
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2.2 Landasan Teori  

1. Definisi Peran  

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di Masyarakat. Dalam bahasa 

inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha 

atau pekerjaan.” Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul 

sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melakukan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, dia menjelaskan suatu 

peran, perbedaan anataranya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara 

kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya 

tak dapat dipisah pisahkan karna yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. 

Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

disebabkan oleh suatu jabatan tertentu. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peran adalah 

tindakan yang dilakukan oleh sesorang yang meduduki suatu posisi di dalam 

status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yakni: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang 

dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 
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b. Peran meliputi suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial masyarakat. 

c. Peran meliputi rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk 

hidup berkelompok. 

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi sesama anggota 

masyarakat. Tumbuhnya interaksi di antara masyarakat akan menimbulkan 

suatu ketergantungan.  

Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut munculah apa yang 

dinamakan peran. Dari penjelasan materi di atas dapat dijelaskan bahwa peran 

merupakan sebuah teori yang berbicara tentang posisi atau jabatan. Peran 

menekankan pada tindakan seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri 

melainkan selalu berada dalam kaitanya dengan orang lain. Pelaku peran 

menjadi sadar terhadap struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu 

seseorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempuni oleh aktor lainya 

sebagai orang yang tidak menyimpang dari sistem yang ada di dalam 

masyarakat. 

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Rozali (2005: 171) Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disebut 

BPD adalah salah satu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan 

desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. anggota BPD adalah wakil 
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dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah 

penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku 

adat dan tokoh masyarakat lainnya. 

HAW.Widjaya (2003: 279) Menjelaskan badan permusyawaratan desa 

(BPD) Itu adalah sebagai berikut: 

a) Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

b) Anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang 

diteapkan dengan musyawarah dan mufakat  

c) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh BPD 

d) Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu 

kali masa jabatan berikutnya. 

e) Syarat dan tata cara penempatan anggota BPD diatur dalam perda yang 

berpedoman pada peraturan pemerintah. 

Badan Perrnusyawaratan Desa sebagai lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan desa yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ketertiban 

dan peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimulai dari 

sejak proses perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menanpung aspirasi 

masyarakat dan membentuk Peraturan Pengendalian dalam pelaksanaan yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa sarnpai dengan pcngawasan yang diakhiri 

dengan permintaan pertanggung jawaban Kepala desa sebagai pelaksana. 
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BPD sebagai badan pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari 

kepala -kepala dusun, para tokoh dan pernuka desa yang bersangkutan.  

Kepala desa menerapkan keputusan desa setelah dimufakatkan dengan BPD. 

Namun BPD tidak seluruhnya dari kepala desa sebagni legislatif tingkat 

pedesaan. karena BPD mencerminkan penerapan dernokrasi didesa karena 

merupakan wadah penyalur pendapatan masyarakat yang sudah dimufakati 

para tokoh dll, dalam BPD tentang berbagai keputusan desa seperti pungutan 

desa. berbagai pemecahan masalah dan urusan penduduk desa 

2.4 Pengertian BPD menurut Undang Undang 

Menurut Pasal I ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa" 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokrasi. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga 

pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa 

melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, 

seperti yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh 

Undang-Undang   Nornor 32 Tahun 2004  diubah menjadi   Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pernbahasan mengenai Badan Perwakilan 

Desa pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa 

Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
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a. Membahas dan menyepakti Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyaraka; Desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Desa.  

2.4.1 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. pada pasal 5 

ayat 2, jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak 

Sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk 

dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan 

dengan keputusan Bupati/Wali Kota. 

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil 

ketua dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan 

oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan 

secara khusus untuk pertama kali penyelenggaraan rapat BPD dipimpin 

oleh anggota tertua dandibantu oleh anggota termuda. 

2.4.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan 

bahwa:  

 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 

a) Legislasi  

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa 

bersama-sama pemerintah desa. 
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Winnaeni, 2010. Fungsi legislasi, BPD sebagai badan legislasi 

desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, 

merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa. 

Pembuatan peraturan desa sangat penting karna desa yang sudah 

dibentuk harus memiliki landangan hukum dan perencanaan yang jelas 

dalam setiap aktifitasnya. Peraturan desa yang dibuat harus 

berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki 

untuk dibuat peraturan desa sebagai upaya penyelesaian permasalah. 

b) Pengawasan  

Meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan keptusan kepala 

desa. Badan Permusyawararun Desa (BPD) Melaksanakan kontrol atau 

Pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala 

Desa Pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan Peraturan Kepala 

Desa yang dimaksud disini yaitu  Pelaksanaan  pengawasan  terhadap 

APBDes dan RKPDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga 

pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa Badan Perrnusyawaratan 

Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam 

hal ini yaitu mengawasi segala tindakanya yang dilakukan oleh 

pemerintah desa, Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu 

dipantau  dan diawasi oleh  BPD baik secara langsung ataupun tidak 

langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi 

penyimpangan  peraturan atau tidak. 
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2.4.3  Keanggotaan Badan Permusyawratan Desa (BPD).  

Menurut Pasal 56 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. dinyatakan 

bahwa keanggotaan BPD meliputi: 

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 

dilakukan secara demokrasi. 

b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enarn) 

tahun terhitung. Sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada 

aya1 (I) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) 

kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut -turut. 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang 

diterupkan dengan cara, musyawarah dan, mufakat. Pimpinan BPD dipilih 

dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (Lima) 

tahun dan dapat dipilih lagi untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam 

Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Menurut Pasal 58 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa 

a) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 

jumlah pasal. paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 

(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah. perempuan. 

penduduk.  Dan kemampuan Keuangan Desa 
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b) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana 

dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan keputusan Bupatil\wali kota. 

1) Anggota, Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku 

jabatannya bersumpah berjanji secara bersama 5 orang anggota 

BPD. 

2) Jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa. 7 orang 

anggota BPD. 

3) Jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa. 11 orang 

anggota BPD. 

4) Jumlah penduduk lebih dari 3.000jiwa. 13 orang anggota BPD. 

2.4.4 Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Tugas BPD menurut Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

dinyatakan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata 

tertib Badan pemusyawaratan Desa. Sementara wewenang BPD menurut 

Pasal 61 UU No .6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa berhak: 

1) Mengawasi dan menerima   keterangan  tentang   penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 

2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, Perwakilan kemasyarakatan Desa, 

dan  

3) pemberdayaan masyarakat, Desa; dan 
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2.4.5 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Menurut Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan 

bahwa:   

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b) Mengajukan pertanyaan; 

c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d) Memilih dan dipilih; dan 

e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Kewajiban BPD menurut Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

menyatakan Anggotaa Badan Permusyawaratan Desa wajib: 

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. melaksanakan Undang- 

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mernpertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; 

b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkesdilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c) Menyerap, menampung, nenghimpun, dan, menindak lanjuti aspirasi 

Masyarakat Desa; 

2.4.6 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintah Desa   

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa ( BPD ) Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa 

dan perangkat desa, kepala desa yang dipilih dan ditetapkan langsung oleh 
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BPD serta disahkan langsung oleh Bupati, Kepala Desa bertanggung 

jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai 

tugasnya kepada Bupati melalui Camat . 

Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat istiadat 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan 

desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa 

(APBDes) 

Ryaas Rasyid (2000:27) Mengemukakan pendapatanya yang 

menyatakan tugas pokok pemerintah Desa yang berhakiki, adalah 

memfokuskan Pembangunan (Development): Mendorong Kemandirian 

Dalam Masyarakat. 

2.4.7 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa 

Kata peran ini sebenarnya menunjukan pada aktivitas yang 

dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok 

masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, 

benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau 

peristiwa. Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana 

pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembanguna masyarakat desa 

diidentifikasikan dengan perbaikan disetiap bentuk usaha-usaha setempat 

yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. 

Berhasinya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. 

Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan 
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bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya 

mendengarkanya. BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya 

memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-norma dan 

kepercayaan saja. BPD harus mengenal seluruh aspek kebudayaan 

masyarakat tradisional, yang dalam beberapa hal bantuan antara satu 

dengan yang lain, dan perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan 

mempengaruhi aspek-aspek lainya dan menimbulkan masalah baru. 

Pengakuan secara yuridis terhadap kewenagan BPD terhadap 

pembangunan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung 

dengan pemberian sumber-sumbser pembiayaan serta upaya 

pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada 

dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan 

(money follow function), sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintah desa perlu dilakukan secara kasus demi kasus berdasrkan 

karakteristik desa masing-masing upaya pemberdayaan desa secara 

seragam dan serentak hanya akan menghasilkan perubahan semu saja. 

Maksudnya, berbagai perubahan yang terjadi hanya pada saat 

pemberdayaan dari pihak luar desa dan supradesa, dan akan kembali ke 

pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorong. 

 Pasal 78 ayat 1 dan 2 undang-undang Desa mengatakan 

pembanguna Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan kuliatas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembanguna sarana dan prasarana desa, 
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pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi 

tahap perencanaan, pelaksana, dan pengawasan. 

 Pembangunan desa sebagai mana di maksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengaruh kutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh 

sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, 

khususnya perencanaan pembangunan pembangunan desa sangat 

membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. 

Perencaanaan pembambanguna desa sangat membutuhkan 

pendekatan yang menyeluruh, perencanaan pembangunaan deas 

merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, 

dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, 

bantuan dan pembinaan serta pengawasanya dilakukan oleh pemerintah, 

jadi dengan proses pembnagunan yang seperti ini apa yang menjadi 

harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan wujudkan 

dalam bentuk nyata yang berlandaskan musyawarah, musyawarah 

merupakan salah satu asas dasar Negara Indonesia. Musyawarah 

pembangunan yang diadakan oleh pemerintah, disebut musyawarah 

perencanan pembangunan (musrembang) desa.  

 Musrembang desa dalam penjelasan pada buku 1 tentang panduan 

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau 

kelurahan tahun 2008 adalah forum musyawarah tahun para pemangku 
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kepentingan (stakeholder)  menyepakati rencana kegiatan untuk tahun 

anggaran berikutnya. Musrembang desa atau kelurahan dilakukan setiap 

bulan januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan 

mengacu atau memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka 

menengah-desa (RPJM-Desa) yang sudah disusun, musrembang yang 

bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan 

kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber 

pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar 

desa. Musrembang adalah forum publik perencanaan (program) yang 

diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa atau kelurahan 

bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. 

Penyelenggara musrembang merupakan salah satu tugas pemerintah desa 

atau kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

 Bintoro menyebutkan dengan perencanaan pembangunan 

dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu 

secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan, 

meningkatkan dan kemampuan menahan gejolak gejolak didalam 

pelaksanaannya. Agar usaha usaha pembangunanan dapat dapat berhasil 

mencapai saran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan 

manfaat sumber sunmber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana 

yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan hal ini tentu 

tidak terlepas dari: (a) perencanaan dalam arti seluas luasnya tidak lain 
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adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (b) perencaan adalah 

suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik baiknya (maksimal out put) 

denagan sumber sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien. (c) 

perencanaan adalah penetuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan 

dilaksanakan, bagaiman, bialamana, dan pada siapa dan; (d) perencaan 

pembangunan adalah suatu pengarahan pengugunaan sumber sumber 

pembangunan (termasuk sumber sumber ekonomi) yang terbatas adanya 

untuk mencapai tujuan tujuan sosisal ekonomi yang lebih baik secara lebih 

efektif dan efisien. 

 Dalam pencapaian tujuan mensejahterkan masyarakat desa, masing 

masing unsur pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya 

dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu 

hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa 

dalam pembangunan desa harus didasari pada filosofi antara lain: (1) 

adanya kedudukan yang sejajar diantaranya yang bermitra. (2) adanya 

kepentingan bersama yang ingin dicapai. (3) adanya prinsip saling 

menghormati. (4) adanya niat baik untuk mebantu dan saling 

mengingatkan. 
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2.4.8 Kerangka Pikir 

        Bagan 2.1 

   Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Ryaas Rasyid (2000) 

2.4.9 Definisi Konseptual 

1. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, dia menjelaskan suatu 

peran, perbedaan anataranya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan 

antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah pisahkan karna yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peran dapat dirumuskan 

Peran BPD Dalam 

Bidang Pembangunan 

Desa Sandue Kec 

Sanggar Kab. Bima 

Hasil 

Pembangunan 

 

Peran 
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sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu 

jabatan tertentu. 

2. Rozali (2005: 171) Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disebut 

BPD adalah salah satu badan yang sebelumnya disebut badan 

perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat Wakil yang dimaksud 

dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti 

ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. 

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 

fungsi: 

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa 

bersama-sama pemerintah desa. Winnaeni, 2010. Fungsi legislasi, 

BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk 

mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan 

menetapkannya bersama pemerintah desa. 

2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Menurut Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dinyatakan bahwa:   

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
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a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b. Mengajukan pertanyaan; 

c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d. Memilih dan dipilih; dan 

e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa.  

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintah 

Desa   

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Desa terdiri dari kepala 

desa dan perangkat desa,kepala desa yang dipilih dan ditetapkan 

langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati, Kepala 

Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan 

menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati melalui 

Camat . 

Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat istiadat 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan 

peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan 

belanja desa (APBDes) 

Ryas rasyid (2006. 27) Mengemukakan pendapatanya yang 

menyatakan tugas pokok pemerintah Desa yang berhakiki adalah, 
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memfokuskan Pembangunan (Development): Mendorong 

Kemandirian Dalam Masyarakat. 

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Pembangunan Desa 

Kata peran ini sebenarnya menunjukan pada aktivitas yang 

dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok 

masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa 

orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena 

suatu hal atau peristiwa. Peran BPD dalam pembangunan desa dapat 

dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. 

Pembanguna masyarakat desa diidentifikasikan dengan perbaikan 

disetiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan 

keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasinya BPD akan 

dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini 

menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak 

sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya 

mendengarkanya. BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak 

hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, 

norma-norma dan kepercayaan saja. 

2.4.10 Definisi Konsep Operasional 

Definisi operasional menjelaskan denagan tepat bagaimana 

bagaimana suatu konsep akan di ukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian 

harus di lakukan (Morrisan, Andy Corry W, Farid Hamid U,  2010 : 76)  
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Tabel 2.2. 

Definisi Operasional 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1. Peran   1. Pembangunan  Mendorong kemandirian dalam 

masyarakat 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 
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BAB III 

METHODLOGI PENELITIAN 

3.1 Method Penelitian  

Method di sini diartikan sebagai method atau teknik yang diterapkan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai 

upaya dalam bidang ilmu yang dilakukan untuk memperoleh fakta dengan 

kesabaran, ketekunan, dan metodologi untuk mewujudkan kebenaran.  

Jadi, method penelitian adalah serangkaian metode atau kegiatan untuk 

melakukan penelitian berdasarkan asumsi dasar, pendapat filosofis atau 

ideologis, pertanyaan dan masalah yang dihadapi. 

Ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan 

dan mencoba mendeskripsikan serta mengkaji peran dewan penasihat desa 

dalam bidang pembangunan desa. Sedangkan menurut Zuldafrial (2012:5), 

metodologi kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

Sedangkan menurut Sugiyono, (2017:8) mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji keadaan 

objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai alat utamanya, dan teknik 

pengumpulan datanya dilaksanakan dengan triangulasi (gabungan), induktif. 

analisis data, dan hasil Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna. 
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Menurut Ali (2013:131) Penelitian deskriptif merupakan upaya untuk 

membatasi masalah yang dihadapi situasi saat ini jawabannya. Di pihaknya, 

pernyataan yang dibuat oleh ulasan adalah laporan deskriptif. Menurut 

Abdurrahman (2011: 7) merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk 

mengetahui salah satu. Mengapa menggunakan pendekatan deskriptif untuk 

pendekatan yang digunakan oleh keadaan, keadaan, yang merupakan 

kenyataan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu 

cara yang digunakan manusia untuk menemukan dan memecahkan gejala serta 

menemukan jawaban atas masalah yang terjadi dalam lingkup kehidupan 

sosial dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, menganalisis/mengolah 

data dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang diucapkan dari orang-orang 

yang diamati. 

3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Sandue Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima. Desa Sandue merupakan salah satu desa yang ada 

diKecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih lokasi atau 

wilayah ini menjadi objek penelitian karena di Desa Sandue sudah banyak 

pembangunan, selama kurang waktu 5 tahun terakhir, banyak prestasi yang 

didapatkan oleh Pemerintahan Desa Sandue. Hal tersebut dapat tercapai berkat 

kerjasama antar struktur pemerintahan di Desa Sandue dengan baik, sehingga 

objek penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Secara geografis Desa Sandue berada pada 2 km dari pusat pemerintahan 
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Kecamatan Sanggar. Sedangkan waktu penelitian sebagaimana tercantum 

dalam tabel berikut: 

3.3  Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015), sumber data penelitian dimodifikasi sesuai 

dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel dan 

sumber data dipilih, dan perspektif emic diprioritaskan, yaitu berkaitan 

dengan pendapat informan, yaitu bagaimana mereka memandang dan 

menafsirkan dunia dari sudut pandang mereka. Peneliti tidak bisa memaksa 

mereka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

Teknik sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah non 

probabliti sampling, dimana dalam teknik sampling tersebut peneliti 

menggunakan purposive sampling dan snowbal sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas SDM dan komunikasi 

antar organisasi, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam 

bidang SDM dan komunikasi antar organisasi. Sedangkan, snowball 

sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, 

kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama lama 

menjadi besar. Dalam penentua sampel pertama tama dipilih satu atau dua 

orang, tatapi karna dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data 

yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau 

dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. 

Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 
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2018). Menurut Surakhmad (2009) sumber data dalam penelitian dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data skunder :  

3.3.1 Data Primer  

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti 

dengan melakukan observasi langsung di lokasi dan lokasi penelitian di 

Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, mengamati tindakan 

informan dan mewawancarai masyarakat di Kecamatan Sanggar. Di bawah 

ini adalah beberapa responden yang diharapkan memberikan data yang 

diperlukan, antara lain: 

Tabel 3.1. 

Daftar Nama Informan 

No.  Informan  Jumlah Informan  

1 Ketua BPD Desa Sandue 1 orang 

2 Kepala Desa Sandue   1 orang 

4 Aparat Pemerintah Desa Sandue 5 orang 

5 Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa 

Sandue 

12 orang 

 Jumlah  19 Orang 

Sumber: Diolah Oleh Penulis 

3.3.2 Data Skunder  

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen dokumen resmi 

dari instansi. Data skunder juga dapat berupa majalah, bulletin, lampiran 
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lampiran, hasil survei, penggunaan data skunder ini untuk memperkuat 

penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 

pengamatan dan wawancara.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Teknik Observasi 

Imam Gunawan (2016:143) Observasi merupakan suatu tehnik 

pengumpulan data yang prosesnya diarahkan pada kegiatan pengamatan 

secara akurat, mencatat fenomena yang akan diteliti. 

Teknik ini peneliti akan melakukan pengamatan yang mendalam 

dan secara akurat terhadap Peran Badan Permusyawaratan Dalam Bidang 

Pembangunan Desa Tahun 2019. 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga bisa 

mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan informasi awal. 

dalam penelitian ini yaitu, menggunakan wawancara tidak terstruktur 

bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam.  



 

41 
 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan 

data dengan method Tanya jawab secara langsung dan mendalam, berikut 

beberapa responden yang nantinya akan diharapkan dapat memeberikan 

data yang diperlukan, diantaranya : 

Tabel 3.2.  

Daftar Nama Informan  

No.  Informan  Jumlah Informan  

1 Ketua BPD Desa Sandue 1 orang 

2 Kepala Desa Sandue   1 orang 

4 Aparat Pemerintah Desa Sandue 5 orang 

5 Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa 

Sandue 

12 orang 

 Jumlah  19 Orang 

Sumber: Diolah Oleh Penulis  

3.4.3 Teknik Dokumentasi  

Imam Gunawan (2016:178). Dokumen merupakan sumber data 

yang melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan 

karya-karya lainya yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian. Manfaat method ini agar peneliti bisa meperkuat data setelah 

dilakukanya penelitian dan ketika disertai dengan wujud nyata peneliti 

tidak bisa memalsukan dokumentasi hasil penelitian tersebut. 

Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah foto, rekaman dan data 
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yang berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang 

Pembangunan  Desa Tahun 2019. 

3.5 Teknik Analisis Data   

Menurut Sugiyono (2018:224): “Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, 

observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori-kategori, membaginya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, 

dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Pola, memilih mana 

yang penting dan apa yang akan dipelajari, menarik kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Dari pengertian di atas, maka untuk menganalisis hasil penelitian 

dalam skripsi ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif induktif. Analisis 

induktif adalah analisis data yang hasil penelitiannya dapat muncul dari 

keadaan khusus, tema dominan dan penting dalam data, tanpa mengabaikan 

hal-hal yang muncul dari struktur biologisnya (Lexy J. Moleong, 2007:297). 

Jadi, method ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis data yang telah 

peneliti dapatkan di lapangan secara sistematis. Singkatnya method ini 

digunakan untuk mengelola data yang dimulai dengan gejala-gejala yang 

sifatnya khusus yang kemudian diuraikan menjadi kesimpulan yang sifatnya 

umum. Dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh dari lapangan nanti 

dibanding-bandingkan. Kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan untuk 

lebih jelasnya langkah-langkah analisis data penelitian sebagai berikut : 
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3.5.1. Pengumpulan Data 

Dilaksanakan dengan pencarian data yang diperlukan terhadap 

berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan, kemudian 

melaksanakan pencatatan dilapangan. 

3.5.2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui redukasi data. Meredukasi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Redukasi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik 

seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

3.5.3. Penyajian Data. 

Setelah data diredukasi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles And Huberman(1984) 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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3.5.4. Penarikan kesimpulan   

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang 

remang sehingga setelah teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kasual atau interaktif, hipotesis atau teori ( sugiyono, 2018 ).  

Seperti yang kita ketahui bahwa kesimpulan awal masih bersifat 

sementara, yang dapat berubah karena data yang terkumpul tidak bisa 

menguatkannya. Oleh karna itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan 

penelitian mungkin berbeda dengan kesimpulan awal, tetapi mungkin saja 

sama dengan kesimpulan awal dikarenakan data yang terkumpul dapat 

menjadi bukti yang sangat mendukung dan kuat, yang berarti untuk 

menjawab rumusan maslah yang diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


